Bab I /Pendahuluan
                                            
        2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan pembangunan nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dalam jumlah yang besar. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk membiayai pembangunan. Pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam pembangunan (berkaitan dengan fungsi budgetair) memerlukan peraturan perpajakan yang memadai sehingga berfungsi pula sebagai regulator. 

Pemerintahan suatu negara terutama Indonesia, dalam melaksanakan kegiatannya sangat memerlukan dana yang jumlahnya semakin tahun semakin meningkat. Perkembangan perekonomian global ikut memicu Pemerintah dalam Memperbaiki semua sektor terutama sektor perekonomian. Dalam memperbaiki berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, walaupun kondisi global dewasa ini lebih memungkinkan akumulasi dana internasional dengan cepat, seperti sejumlah loan/grant dan pasar modal, tetapi pemenuhan dana yang bersifat permanen dan mandiri sangat diperlukan. Karena itu peningkatan penerimaan luar negeri berupa ekspor dan juga penerimaan dalam negeri terutama penerimaan pajak adalah sangat penting. Dari penerimaan kedua sektor tersebut diharapkan akan tercipta fundamental ekonomi yang kuat, yang dilandasi oleh kemandirian pembiayaan negara atau self funding budget.
Sejalan dengan reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak (dari official assessment system menjadi self assessment system), pihak yang harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri sebagi Wajib Pajak (WP), menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sehubungan dengan hal itu, maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (tax compliance) melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.   
Permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak (WP) di Indonesia adalah belum siapnya mereka untuk diterapkan self assessment system secara murni, hal ini disebabkan antara lain karena belum cukupnya pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran, dan kejujuran Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan perhitungan pajaknya dengan benar dan lengkap.

Kewajiban pemerintah dalam hal ini aparat pajak (fiskus) adalah melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Dengan sistem pemungutan self assessment diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokrasi yang cenderung membebani Wajib Pajak (WP) akan dapat dihindari.
Bentuk pembaharuan perpajakan yang lain ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan perubahan Peraturan-Peraturan Perpajakan, khususnya    Undang-undang Perpajakan yang akan meningkatkan tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto) Wajib Pajak (WP). Pemerintah telah mengeluarkan lima perubahan Undang-undang Perpajakan yang baru berlaku        1 Januari 2001 berupa UU Nomor 16/2000 tentang ketentuan umun dan tata cara perpajakan, UU Nomor 17/2000 tentang penghasilan, UU Nomor 18/2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, UU Nomor 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dan terakhir UU Nomor 20/2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam hal penerimaan dalam negeri dari sektor pajak pemerintah akan sangat serius menanganinya  karena masih banyak peluang potensi perpajakan yang belum banyak digali dan masih rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak.
Dalam literatur perpajakan saat ini di kenal dua istilah wajib pajak dalam usaha meminimalkan jumlah pajak yang terutang yaitu: usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (tax avoidance) dan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak  (tax evasion). Perlu diketahui bahwa persoalan perpajakan adalah persoalan perundang-undangan sehingga hanya aktivitas legal yang berwenang memutuskan apa yang benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberikan interpretasi sesuai dengan undang-undang pajak atau semacam petunjuk pelaksanaannya.
Wajib Pajak (WP) di hampir semua negara diwajibkan untuk melaporkan jumlah penghasilan maupun kekayaannya dalam laporan pajak yang dibuat sendiri (self assessment) maupun oleh orang lain (official assessment). Hampir di semua negara dengan latar belakang perkembangan ekonomi, sosial, hukum dan budaya apapun masih banyak ditemukan beberapa laporan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang berisi kesalahan-kesalahan baik fakta maupun yuridis fiskalnya, disengaja atau tidak disengaja terutama di negara yang menganut sistem pemungutan pajak self assessment (termasuk di Indonesia). Oleh sebab itu hampir semua sistem perpajakan (official assessment maupun self assessment) mengatur tentang kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan pajak terhadap laporan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima dari Wajib Pajak (WP).

Dalam sistem self assessment pemungutan pajak, wajib pajak dibebani kewajiban untuk melaporkan semua informasi yang relevan dalam laporan pajaknya (SPT), menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan mengangsur jumlah pajak yang terutang. Sehingga, tugas administrasi pajak (fiskus) dalam hal ini adalah hanya melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan (salah satunya dengan pemeriksaan pajak), dan penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan.

Di samping itu sistem self assessment juga memberikan peluang untuk melakukan penyelundupan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) serta tidak ada ketegasan dari instansi pajak berkenaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar, maka ketidakpatuhan tersebut akan berkembang sedemikian rupa sehingga mencapai suatu tingkat dimana seluruh sistem perpajakan akan lumpuh.
Penulis akan memberikan gambaran tentang hasil pemeriksaan pajak pada tahun 2000 sampai dengan 2003 di Indonesia. Jumlah penerimaan tambahan pajak dari hasil pemeriksaan pada dasarnya menunjukan seberapa besar selisih perhitungan jumlah kewajiban pajak yang di bayar oleh WP dengan jumlah kewajiban pajak yang seharusnya di bayar WP berdasarkan perhitungan petugas pemeriksa pajak. 

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Tambahan dari Hasil Pemeriksaan
	Jenis Pemeriksaan
	2001
	2002
	2003

	
	Jumlah Penerimaan Pajak Tambahan (Miliar Rupiah)

	
	

	PL
	   4.850,75 
	       4.238,36 
	        9.722,68

	PS
	   3.104,54 
	       7.597,36 
	        5.652,77

	Total
	   7.955,29 
	     11.835,72 
	      15.375,45

	Total PPh
	 94.970,50 
	   101.873,80 
	    114.832,10



  Sumber: DJP,diolah
Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa total koreksi pajak dari hasil pemeriksaan pajak dalam kurun waktu 2001-2003 menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat dengan dilakukannya Pemeriksaan Lengkap (PL) dan Pemeriksaan Sederhana (PS). Pada tahun 2001 total penerimaan pajak tambahan dari hasil pemeriksaan adalah sekitar Rp 7,95 triliun, dalam tahun 2002 meningkat menjadi sekitar Rp 11,84 triliun, dan tahun 2003 meningkat menjadi Rp 15,4 triliun. 
Tabel 1.2

Rasio Penerimaan Pajak Tambahan dari Hasil Pemeriksaan
	Jenis Pemeriksaan
	Rasio (%)

	
	

	
	2001
	2002
	2003

	PL
	5.11
	4.16
	8.47

	PS
	3.27
	7.46
	4.92

	Total
	8.38
	11.62
	13.39



  Sumber: DJP, diolah

Dari jumlah penerimaan tambahan pajak dari hasil pemeriksaan menunjukan peningkatan jumlah selisih perhitungan pajak dari hasil pemeriksaan pada tahun 2001 adalah sebesar 8,4%, pada tahun 2002 dan 2003 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 11,6% dan 13,4%. Bila di lihat dari jenis pemeriksaannya tampak bahwa secara umum pemeriksaan lengkap menghasilkan penerimaan pajak tambahan dari hasil pemeriksaan yang lebih besar kecuali pada tahun 2002. terkait dengan kinerja fungsi administrasi perpajakan, maka kecenderungan meningkatnya rasio penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) menunjukan semakin efektifnya fungsi pemeriksaan pajak. Hal ini juga berarti semakin besar kemampuan fungsi pemeriksaan untuk mendeteksi berbagai bentuk kesalahan maupun pelanggaran pembayaran pajak oleh WP.
Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Tahun 2000 sampai dengan 2004 terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar tahunan pajak penghasilan WP Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees berjumlah 66 SPT. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini mengenai kebenaran terhadap SPT. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui seberapa besar kenaikan penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap SPTLB berupa pengurangan terhadap nilai lebih bayar dan akan mempengaruhi terhadap tingkat penerimaan Pajak. Namun perlu di ingat bahwa pemeriksaan pajak tidak hanya difokuskan terhadap SPT lebih bayar, tetapi semua SPT diperiksa.
Berdasarkan hal tersebut dan mengingat sangat penting serta menariknya pemeriksaan pajak (tax audit) dengan studi kasus Pemeriksaan Sederhana Lapangan Tahun 2000-2004 Terhadap wajib pajak yang Menyampaikan SPT Lebih Bayar Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi, maka penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penulisan Skripsi  sebagai berikut :

“Analisis Perbedaan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Menurut Wajib Pajak dengan Menurut Hasil Pemeriksaan Fiskus”.
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Penelitian identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Berapakah hasil perhitungan pajak penghasilan terutang menurut wajib pajak.
2. Berapakah perhitungan pajak penghasilan terutang menurut hasil pemeriksaan fiskus.
3. Seberapa besar perbedaan antara hasil perhitungan pajak penghasilan terutang menurut wajib pajak dengan menurut hasil pemeriksaan fiskus. 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian


Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data empiris dan mengenai perbedaan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang menurut wajib pajak dengan menurut hasil pemeriksaan fiskus.

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dari penelitian ini pada Kantor Pelayanan Bandung Karees  adalah sebagai berikut: 

1. 
Untuk mengetahui  hasil perhitungan pajak penghasilan terutang menurut wajib pajak. 

2. 
Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan terutang menurut hasil pemeriksaan fiskus. 
3.
Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara hasil perhitungan pajak penghasilan terutang menurut wajib pajak dengan menurut hasil pemeriksaan fiskus.
1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian  yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
1. Aspek Praktis

-     Bagi Kantor Pelayanan Pajak 
Penulis berharap dapat memberikan masukan, kesimpulan, dan saran yang berarti dalam menyumbangkan pemikiran yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan kas negara.
2. Aspek Pengembangan Ilmu


- 

Bagi Pihak Lain
· Sebagai referensi dan acuan untuk pembaca & penulis selanjutnya.
· Dapat menambah wawasan dan sumber informasi bagi pemakai yang tertarik dengan topik yang di angkat oleh penulis.
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran


Pajak merupakan sumber penerimaan karena termasuk penghasilan yang sangat penting pada anggaran pemerintah.  Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap orang berusaha membayar pajak seminimal mungkin dan hal tersebut dapat ditolerir jika masih dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku, namun jika usaha meminimalkan kewajiban perpajakan di tempuh dengan cara melanggar peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, maka jelas hal tersebut akan mendapat sanksi dari pemerintah sesuai dengan tingkat kesalahan yang di perbuat.

Menurut Regar dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, pengertian Pajak adalah:

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan”. 










        (2000:26) 

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis penerimaan pajak dalam pengisian anggaran negara. Menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul ”Perpajakan”, pengertian Pajak Penghasilan adalah:
“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.”










        (2002:75)
Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, pengertian Wajib Pajak adalah:
“Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.










        (2002:12)

Salah satu tindakan yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak (tax audit), hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku sekarang ini, menyatakan:
”Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Salah satu Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak adalah melaksanakan pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang terdiri dari beberapa jenis yaitu Surat Pemberitahuan (SPT)  nihil, Surat Pemberitahuan Kurang Bayar (SPTKB), dan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPTLB).  Pemeriksaan Pajak biasanya lebih difokuskan kepada Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPTLB) dimana dengan maksud untuk melihat kebenaran pelaporan wajib pajak. Namun perlu diingat bahwa pemeriksaan pajak tidak hanya difokuskan terhadap SPT lebih bayar, tetapi semua SPT diperiksa. Pemeriksa/fiskus melaksanakan pemeriksaan dengan memeriksa hasil perhitungan Pajak Penghasilan terutang sesuai dengan hasil pelaporan SPT wajib pajak. Dari hasil perhitungan Pajak Penghasilan terutang menurut wajib pajak dengan menurut hasil pemeriksaan fiksus terdapat selisih hasil perhitungan, hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara hasil perhitungan pajak penghasilan terutang menurut wajib pajak dengan menurut hasil pemeriksaan fiskus. Dari perbedaan tersebut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya penerimaan pajak melalui koreksi dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Dengan adanya selisih tersebut juga akan menjadi pengurangan terhadap jumlah nilai lebih bayar hasil perhitungan wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak Mengingat pokok-pokok pemikiran di atas maka tindakan pemeriksaan pajak perlu dilakukan.

[image: image1]
Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

1.5.2
Hipotesis


Terdapat perbedaan antara hasil perhitungan pajak penghasilan terutang menurut wajib pajak dengan menurut hasil pemeriksaan fiskus.
1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat penulis melakukan penelitian adalah di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adjie No.372 Bandung 40275 Kantor Wilayah IX DJP Jawa Bagian Barat. Waktu pelaksanaan penelitian di mulai  23  Mei 2005 sampai dengan 15 Juni 2005. 
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